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7 KELOMPOK KORUPSI

KORUPSI

Kerugian 
Kekayaan

Negara

Suap

Gratifikasi

Penggelapan 
dlm JabatanPemerasan

Perbuatan 
Curang

Benturan 
Kepentingan 

(dlm 
pengadaan)

Dalam UU 31/1999 juncto 
UU 20/2001
ada 30 jenis tindak pidana 
korupsi dan pada dasarnya 
dapat dikelompokkan 
menjadi 7.

Gratifikasi, merupakan
satu di antara 7 kelompok
korupsi.

Ps 2(1); 3

Ps 5(1) a,b; Ps 
5(2); Ps 6(1) 
a.b, 6(2); Ps 12 
a,b,c,d;  Ps 13

Ps 12B, 12C

Ps 8; 9; 
10 a,b,c

Ps 12 e,f,g

Ps 7(1) a,b,c,d; 
Ps 7(2); Ps 12 h

Ps 12 i
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PENGENDALIAN
GRATIFIKASI

“Keberanian untuk melakukan perubahan dan memberantas segala bentuk
korupsi merupakan langkah tepat yang akan membuat kita bisa lebih dihargai.”

- Sri Mulyani lndrawati,  Menteri  Keuangan RI -
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APA ITU GRATIFIKASI?

Definisi dan Bentuk Gratifikasi menurut Penjelasan Pasal 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001

DEFINISI
Pemberian dalam arti luas

BENTUK

Uang Barang Pinjaman tanpa

Bunga

Pengobatan

Cuma-Cuma
Komisi

Rabat/Diskon Fasilitas

Penginapan
Tiket Perjalanan Perjalanan

Wisata
Fasilitas Lainnya
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PERBEDAAN GRATIFIKASI, SUAP, DAN PEMERASAN 

Gratifikasi akar
korupsi?
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GRATIFIKASI YANG WAJIB DILAPORKAN 

Gratifikasi yang 
dianggap suap, yaitu:

Diterima oleh pegawai

Berhubungan dengan 
jabatan

Berlawanan dengan 
tugas/kewajiban

Gratifikasi yang 
ditujukan kepada 
unit kerja dari Pihak 
yang Mempunyai 
Benturan 
Kepentingan

sesuai Pasal 12 B

1 2
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Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan
– Terkait Kedinasan (1/2)

Segala sesuatu yang diperoleh dari seminar, 
workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain 
sejenis, di dalam negeri maupun di luar negeri, baik 
yang diperoleh dari panitia seminar, penyelenggara, 
atau penyedia layanan transportasi dan penginapan 
dalam rangka kepesertaan, yang an tara lain 
berupa:
4seminar kit Kedinasan yang Berlaku Umum;
4cinderamata/ suvenir yang Berlaku Umum;
4hadiah/ door prize yang Berlaku Umum;
4fasilitas penginapan yang Berlaku Umum;
4konsumsi/hidangan/ sajian berupa makanan dan minuman yang 

Berlaku Umum. 

1
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Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan
– Terkait Kedinasan (2/2)

2 Kompensasi yang diterima dari Pihak Lain sepanjang 
tidak melebihi standar biaya yang berlaku di 
Kementerian Keuangan, tidak terdapat Pembiayaan 
Ganda, Benturan Kepentingan, atau pelanggaran atas 
ketentuan yang berlaku di instansi penerima, yang 
antara lain berupa:
4honor/insentif, baik berupa uang maupun setara uang;
4fasilitas penginapan;
4cinderamata/suvenir/plakat;
4jamuan makan;
4fasilitas transportasi; 
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Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan
– Non Kedinasan (1/3)

01 Hadiah langsung/undian, diskon, voucher, point 
rewards, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak 
terkait dengan Kedinasan.

Prestasi akademis atau non akademis 
(kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya 
sendiri dan tidak terkait dengan Kedinasan.

Keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi 
atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum 
dan tidak terkait dengan Kedinasan

02
03
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Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan
– Non Kedinasan (2/3)

04

05
06

Kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait 
dengan tugas fungsi dari pegawai negeri atau penyelenggara 
negara, dan tidak melanggar beturan kepentingan dan kode etik 
pegawai.

Pemberian karena hubungan keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus 2 derajat atau dalam garis keturunan kesamping 
1 derajat sepanjang tidak mempunyai benturan kepentingan 
dengan penerima Gratifikasi.

Pemberian karena hubungan keluarga semenda dalam garis 
keturunan lurus 2 derajat atau dalam garis keturunan kesamping 1 
derajat sepanjang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan 
penerima Gratifikasi.
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Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan
– Non Kedinasan (3/3)

07

08
09

Pemberian yang berasal dari pihak lain sebagai hadiah perkawinan, 
khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi, 
dengan nilai keseluruhan paling banyak RP1.000.000 dari masing-
masing pemberi pada setiap kegiatan atau peristiwa tersebut dan 
bukan dari pihak yang mempunyai benturan kepentingan dengan 
penerima Gratifikasi.

Pemberian dari pihak lain terkait dengan musibah dan 
bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai 
benturan kepentingan dengan penerima Gratifikasi.

Pemberian dari sesama rekan kerja, baik dari atasan, rekan setingkat, 
atau bawahan yang tidak dalam bentuk uang, dengan nilai maksimal 
Rp 200. 000,00 (dua ratus ribu rupiah) per acara/peristiwa dengan 
batasan nilai maksimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 
(satu) tahun dari masing-masing pemberi, dalam rangka Promosi 
jabatan; dan/atau Pindah/mutasi tempat kerja.
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KEWAJIBAN ASN KEMENKEU

4 Menolak Gratifikasi yang berhubungan 
dengan jabatan dan berlawanan dengan 
kewajiban atau tugas yang bersangkutan
(gratifikasi yang dianggap suap/illegal); 

4 Melaporkan penolakan Gratifikasi 
kepada UPG/KPK; dan

4 Melaporkan penerimaan Gratifikasi 
yang tidak dapat ditolak kepada UPG 
atau secara langsung kepada KPK. 

Gratifikasi yang tidak dapat ditolak merupakan 
Gratifikasi yang memenuhi kondisi sebagai berikut:

4 gratifikasi tidak diterima secara langsung;

4 pemberi gratifikasi tidak diketahui; 

4 penerima Gratifikasi ragu dengan kategori 
Gratifikasi yang diterima; dan/atau 

4 terdapat kondisi tertentu yang tidak mungkin 
ditolak, yang antara lain dapat mengakibatkan 
rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan 
diri sendiri / karier penerima / ada ancaman lain. 



SANKSI PIDANA DAN PENGHAPUSAN 
ANCAMANNYA 

UU 20 Th 2001 Ps. 12B (2)

penjara seumur hidup, atau

Penjara paling singkat 4 tahun / 
paling lama 20 tahun dan

pidana denda paling sedikit 
Rp200 juta / paling banyak Rp1 

miliar

UU 20 Th 2001 Ps. 12C (1)

Ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 12B tidak 

berlaku, jika penerima 
melaporkan Gratifikasi yang 
diterimanya kepada Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi



Ketentuan Umum Barang Gratifikasi

PMK 07 Tahun 2017 Ps 16 (1)

Gratifikasi harus disimpan oleh 
penerima Gratifikasi sampai 

dengan penetapan status 
barang Gratifikasi oleh KPK.

PMK 07 Tahun 2017 Ps 16 (2)

Penerima Gratifikasi 
bertanggung jawab dalam hal 

barang Gratifikasi 
sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) hilang dan/atau 
rusak. 
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MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

Penerima

Gratifikasi
UPG KPK

SECARA LANGSUNG
(Maks 30 hari kerja)

MELALUI UPG
(Maks 10 hari kerja)

Pelaporan dapat dilakukan:
• Secara pribadi maupun oleh orang lain yang diberikan kuasa secara tertulis.
• Menggunakan formulir manual atau melalui Aplikasi GOL (download di playstore atau

akses https://gol.kpk.go.id/login.

Konsultasi dapat dilakukan ke UPG atau Direktorat Gratifikasi KPK (info lebih lanjut di 
www.kpk.go.id).

https://gol.kpk.go.id/login
http://www.kpk.go.id/
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PELAPORAN GRATIFIKASI SECARA ONLINE



16

PELAPORAN GRATIFIKASI SECARA ONLINE
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PELAPORAN GRATIFIKASI SECARA ONLINE
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PELAPORAN GRATIFIKASI SECARA ONLINE


